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Pengucapan Putusan PHPKada Cirebon 
 
Jakarta, 31 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah (PHPKada) Walikota Cirebon, pada Rabu 

(31/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini 

teregistrasi dengan nomor perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018. 

Pada Sidang sebelumnya (16/10), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon 

Periode 2013-2018 Emirzal Hamdani menyampaikan laporan terkait pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara ulang untuk Pemilihan Walikota Cirebon 2018. 

Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Barat diwakili Endun Abdul Haq selaku Komisioner 

KPU Provinsi Jawa Barat, menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi 

Jawa Barat. Misalnya, pada 20 September 2018, melakukan pemusnahan surat suara 

rusak pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018.  Selain itu, 

mengadakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan 

Walikota Cirebon 2018. 

Kemudian, pada 21 September 2018, KPU Provinsi Jawa Barat melakukan 

pendistribusian logistik pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota Cirebon 2018. 

Termasuk juga memantau di 24 TPS yang tersebar di seluruh kelurahan dan 

kecamatan Cirebon. 

Selanjutnya Muhammad Joharudin selaku perwakilan Bawaslu Kota Cirebon 

menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan 

Walikota Cirebon 2018 telah melakukan koordinasi dengan kepolisian serta koordinasi 

ke TPS. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM) 
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